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I. PENDAHULUAN

Dalam negara hukum Republik Indonesia sistem jaminan sosial nasional didasarkan sebagaimana dalam amanat Pancasila Pasal 2 yaitu Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab  dan Pasal 5 yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, kemudian amanat dari Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tercantum dalam Pasal 28 H dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana Negara wajib memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial terhadap seluruh rakyat Indonesia.

Hak asasi manusia pada prinsipnya adalah seperangkat hak yang melekat dan keberadaan manusia sebagai mahluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Berdasarkan landasan filosofis di atas justru menyiratkan bahwa kedudukan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah bersifat urgen dan harus diperoleh setiap warga Negara Indonesia yang dimana pada dasarnya jaminan sosial adalah dalam rangka menjamin perlindungan sosial dan kesejahteraan serta memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. seperti yang di Undang-Undangkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi “untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja diselenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja yang pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan mekanisme asuransi.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau disebut dengan BPJS merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial dan menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa. Adapun bentuk perlindungannya adalah untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan layak. Beberapa program pemerintah yang akan diselenggarakan oleh BPJS kesehatan yang dulunya merupakan PT.ASKES (Persero) yang berubah menjadi BPJS kesehatan. Berbicara mengenai suatu kesehatan kerja, maka yang kita maksud adalah aturan-aturan dan usaha-usaha untuk menjaga pekerja dari kejadian atau keadaan yang merugikan kesehatan dan kesusilaan dalam seseorang itu melakukan atau karena ia itu melakukan pekerjaan dalam hubungan kerja.

Secara sosiologis jaminan sosial kesehatan sampai saat ini masih dalam tahap proses pengembangan serta perbaikan penyelenggaraannya bagi Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa. Dari banyaknya semua permasalahan sosiologis  perlu dipahami secara mendalam apa saja yang perlu ditelaah untuk menemukan solusi untuk memecahkan masalah di atas.

Dengan gambaran seperti itu, momentum untuk mengimplementasikan Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) akan terbuka lebar. Dimulai dengan penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 1 Januari 2014, secara bertahap seluruh penduduk Indonesia akan memperoleh jaminan sosial lainnya: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian (JKM). Upaya mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan sosial, dengan demikian akan semakin didekati.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalah, yaitu: 1) Bagaimana pelayanan pemeliharaan kesehatan bagi pekerja/buruh oleh BPJS Kesehatan setelah berlakunya Undang-Undang No.24 Tahun 2011 tentang BPJS ? ; 2) Apakah yang menjadi hambatan dalam upaya pelayanan kesehatan di BPJS Kesehatan bagi Pekerja/buruh jika ditinjau dari ketentuan peraturan yang berlaku tentang BPJS ?

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui pelayanan pemeliharaan kesehatan oleh badan penyelenggara jaminan sosial bagi pekerja/buruh. ; 2) Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi hambatan dalam upaya pelayanan kesehatan di BPJS Kesehatan bagi pekerja/buruh.
Adapun manfaat penelitian ini adalah: 1) Manfaat akademis, yaitu dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bisang hukum jaminan sosial tenaga kerja, mengenai pelayanan pemeliharaan kesehatan bagi pekerja/buruh oleh BPJS Kesehatan. ; 2) Manfaat teoritik, yaitu hasil penulisan penelitian hukum diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja. ; 3) Hasil penulisan penelitian hukum ini diharapkan memberikan manfaat untuk BPJS Kesehatn beserta para para peserta khususnya pekerja/buruh untuk memperoleh jaminan kesehatan yang layak.

Jenis penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian normatif, bahan yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari: 1) Data kepustakaan dalam penelitian hukum, mencangkup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. ; 2) Terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang dikaji, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian dan petunjuk seperti kamus bahasa indonesia, kamus hukum.

II. PEMBAHASAN 

Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Pekerja/Buruh Oleh BPJS Kesehatan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

1. Prosedur Pelayanan Kesehatan bagi Peserta
Prosedur yang pertama peserta mendapatkan pelayanan kesehatan yang diterimanya sebagai hak-hak peserta, seperti: Tenaga kerja beserta keluarga (suami/istri & max 3 anak) berhak mendapatkan pelayanan kesehatan Tingakt I s/d Lanjutan serta Pelayanan Khusus (hanya diberikan kepada Tenaga Kerja). ; Memilih fasilitas kesehatan diutamakan sesuai dengan tempat tinggal (domisili). ; Dalam keadaan Emergensi (darurat), peserta dapat langsung meminta pertolongan pada PPK (Pelaksana Pelayanan Kesehatan) yang ditunjuk ataupun tidak.
Dalam prosedur yang kedua, peserta dari anggota BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) ini harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan oleh BPJS itu sendiri, seperti:
 Memiliki KPK (Kartu Pemeliharaan Kesehatan) sebagai bukti diri untuk mendapatkan pelayanan. ; Apabila KPK (Kartu Pemeliharaan Kesehatan) belum selesai diterbitkan dapat mempergunakan formulir Daftar Susunan Keluarga (Form 1b warna hijau) sebagai bukti KPK sementara. ; Mengikuti prosedur pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan. ; Melaporkan kepada PT Jamsostek (Persero) apabila KPK (Kartu Pemeliharaan Kesehatan) hilang untuk mendapatkan penggantian kartu yang baru.
Selanjutnya prosedur pelayanan kesehatan bagi pekerja meliputi Pelayanan Kesehatan Tingkat I yang merupakan cakupan pelayanan, seperti : Pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter umum.; Pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter gigi.; Tindakan medis (pembersihan luka, jahit, odontektomi, alveolektomi).; Pemberian obat-obatan/resep obat sesuai dnegan standar obat JPK (Doen plus, generik).; Pelayanan KB (IUB, Kondom, Pil dan suntik).

2. Jenis-Jenis Pelayanan Kesehatan
1) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama: Setiap peserta harus terdaftar pada satu fasilitas kesehatan tingkat pertama yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, Peserta memperoleh pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan tingkat pertama tempat Peserta terdaftar. Peserta dapat memperoleh pelayanan rawat inap di Fasilitas Kesehatan tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis.
2) Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan : Peserta datang ke BPJS Center Rumah Sakit dengan menunjukkan Kartu Peserta dan menyerahkan surat rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama / surat perintah control pasca rawat inap. Peserta menerima Surat Eligibilitas Peserta (SEP) untuk mendapatkan pelayanan lanjutan, Peserta dapat memperoleh pelayanan rawat inap di Fasilitas Kesehatan tingkat lanjutan sesuai dengan indikasi medis.
3) Pelayanan Kegawat Daruratan (Emergency): Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah kematian, keparahan dan atau kecacatan, sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan, Peserta yang memerlukan pelayanan gawat darurat dapat langsung memperoleh pelayanan di setiap fasilitas kesehatan. Kriteria gawat darurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peserta yang menerima pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, akan segera di rujuk ke fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan setelah keadaan gawat daruratnya teratasi dan pasien dalam kondisi dapat dipindahkan.
3. Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Pekerja/Buruh

Dalam penyelenggaraan program jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pekerja/buruh dalam badan penyelenggara jaminan sosial, perusahaan diberikan kemungkinan untuk menyelenggarakan sendiri program jaminan pemeliharaan kesehatan dengan pengawasan yang akan diberikan terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk menjamin kesehatan para pekerja/buruh dan tenaga kerja.

4. Metode Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 
1) Metode restitusi terbatas  hanya dipergunakan untuk pelaanan kesehatan bagi pekerja/buruh yang menderita kecelakaan kerja sesuai dengan program jaminan kecelakaan kerja. Hal ini disebabkan karena dalam program jaminan kecelakaan kerja, segala pembiayaan terlebih dahulu harus dibayar oleh pengusaha, yang nantinya akan diminta penganti kerugian.

2) Dalam metode pelayanan medis langsung pelayanan medis dilakukan oleh badan penyelenggara. Dalam hal ini :

(1) Semua tenaga medis menjadi personalia baik tetap maupun tidak tetap dari badan penyelenggara dengan memperoleh gaji;

(2) Badan penyelenggara memiliki poliklinik, laboratorium, dan apotek sendiri Yang melaani pasien;

(3) Seluruh tenaga medis bekerja sebagai tim yang diawasi oleh dokter senior,sehingga pasien bisa ditangani oleh spesialis.

3) Metode pembayaran tenaga medis, badan penyelenggara membayar dokter, apotek, dan rumah sakit secara langsung melalui suatu perjanjian bersama yang mengatur diagnosis, pengobatan, dan perawatan sehingga dapat dicegah praktik-praktik pelayanan medis yang berlebihan. 

Hambatan Dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di BPJS Kesehatan bagi Pekerja/Buruh jika ditinjau dari ketentuan peraturan yang berlaku tentang BPJS.
Beberapa hambatan yang diterima dari awal pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam uapaya pelayanan kesehatan ini adalah:

1. Berupa keterlambatan regulasi dari pemerintah dalam membuat peraturan yang dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, antara lain:
1) Peraturan Pemerintah No.101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI); 
2) Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
3) Peta Jalan JKN (Roadmap Jaminan Kesehatan Nasional). Keterlambatan regulasi ini berkontribusi sekali pada masalah di lapangan. 
Salah satu contoh, sampai saat ini banyak pengusaha tidak mengetahui berapa iuran yang harus dibayarkan ke BPJS Kesehatan dan manfaat serta fasilitas yang akan didapat pekerja.
2. Pelaksanaan jaminan kesehatan yang menjadi salah satu hambatan upaya dalam pelayanan kesehatan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di mana hambatan ini karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan. Hal ini menyebabkan banyak dampak yang terjadi seperti perbedaan pemahaman mengenai asuransi sosial kesehatan yang sudah mulai diberlakukan awal tahun 2014 ini pada tanggal 1 januari 2014. Dengan demikian Untuk itu sosialisasi sangat penting dilakukan untuk menyamakan komitmen tersebut. Sasaran sosialisasi Program JKN meliputi:

1) Manajemen Rumah Sakit, 
2) Penyedia Layanan Kesehatan, dan Tentunya Masyarakat sebagai anggota JKN yang memerlukan pelayanan pemeliharaan kesehatan yang layak seperti apa yang telah tertera pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Pasal 3.
3. Hambatan lainnya dalam program ini adalah dengan adanya sistem rujukan. Dimana ketika akan memeriksakan diri ke rumah sakit, masyarakat harus terlebih dahulu mendapati pelayanan kesehatan dari puskesmas. Kemudian Puskesmas itulah yang akan memberikan surat pengantar atau surat rujukan untuk pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit. Terkait dalam pelaksanaannya yang terjadi, maka dari itu dibutuhkan hak yang melandasi masyarakat atau pekerja/ buruh dalam menangani hambatan tersebut, dimana Sistem rujukan sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 001 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (PMK)..
4. Dikatakan juga bahwa Pemerintah Pusat diharapkan dapat meningkatkan fasilitas dan tenaga kesehatan. Saat ini fasilitas dan tenaga kesehatan masih minim, terutama pada unit layanan tingkat I seperti klinik dan puskesmas. Hal itu merupakan hambatan tersendiri bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan yang berkualitas yang tentunya berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS Pasal 51 ayat (2) dimana adanya kerjasama dalam organisasi lembaga didalam maupun diluar untuk mengurangi hambatan yang terjadi.
5. Keterlambatan munculnya peraturan seperti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2013 tentang Gaji Atau Upah Dan Manfaat Tambahan Lainnya Serta Insentif Bagi Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2013 tentang Modal Awal Untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, peraturan pemerintah nomor 85, 86, 88 pada tahun 2013.
6. Adanya hambatan lainnya adalah tentang hak serta kewajiban mendasar yang banyak dialami peserta BPJS itu sendiri yang merupakan tidak pahamnya peserta atau tidak banyak mengetahui apa saja yang menjadi hak peserta serta kewajiban yang ia dapat dan dilaksanakan sebagai anggota BPJS Kesehatan:
III. PENUTUP

Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut,: 1) Pelayanan pemeliharaan kesehatan bagi pekerja/buruh oleh badan penyelenggara jaminan sosial dilakukan dengan berbagai macam tahap yang harus diketahui, dari  beberapa hak, tata cara pelayanan kesehatan, jaminan kesehatan, penyelenggaraan jaminan kesehatan dan metode dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) seperti metode restitusi terbatas, metode pelayanan medis secara langsung, dan metode pembayaran kepada tenaga medis beserta iuran yang akan dikeluarkan oleh para peserta. ; 2) Yang menjadi hambatan-hambatan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dalam upaya pelayanan kesehatan  adalah: (1) Berupa keterlambatan regulasi dari pemerintah dalam membuat peraturan yang dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. (2) Pelaksanaan jaminan kesehatan yang menjadi salah satu hambatan upaya dalam pelayanan kesehatan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di mana hambatan ini karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan. (3) Kurangnya fasilitas dan tenaga kesehatan masih minim, terutama pada unit layanan tingkat I seperti klinik dan puskesmas.(4) Adanya hambatan lainnya adalah tentang hak serta kewajiban mendasar yang banyak dialami peserta BPJS itu sendiri.
Saran

Dari hasil penelitian, pembahasan serta kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka saran yang dapat dikemukakan: Hendaknya legislator atau pembuat undang-undang untuk lebih memperjelas kembali mengenai pelayanan pemeliharaan kesehatan, agar tidak terjadi multitafsir. Agar tahap demi tahap dari proses pelayanan dalam undang-undang mudah dipahami oleh peserta BPJS Kesehatan dalam pelaksanaannya di masyarakat, sehingga ada tindakan yang jelas dari program jaminan kesehatan dan pemeliharaan kesehatan untuk peserta atau pekerja/buruh, dan diharapkan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang masih baru ini yang dimulai dari tanggal 1 januari 2014 dapat memberikan dampak yang sangat baik dan positif bagi para pekera/buruh untuk memenuhi hak-haknya dalam memenuhi hak mendapatkan kesehatan yang layak sesuai dengan apa yang tertera pada undang-undang. Pemenuhan hak ini sangat berdampak bagi pekerja/buruh selaku peserta BPJS Kesehatan. Serta peserta BPJS Kesehatan juga harus memahami dan mengetahui hak-haknya sebagai peserta BPJS dan mengetahui dan melaksanakan kewajibannya sebagai peserta BPJS Kesehatan. Serta pemerintah lebih cepat menangkap permasalahan yang terjadi dalam BPJS karena hambatan-hambatan itu menunda pelaksanaan jaminan kesehatan terhadap masyarakat, karena banyak masyarakat kita sangat membutuhkan pelayanan pemeliharaa kesehatan yang memumpuni dan sebagai mensejahterakan masyarakat dikalangan bawah. 
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